ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan fenomena transaksi
jual beli benda digital dalam ekosistem games online yang kini memiliki nilai
ekonomis nyata. Transaksi tersebut kerap melibatkan pihak ketiga sebagai
perantara dengan penggunaan identitas anonim oleh para pihak yang
bertransaksi, sementara hukum positif Indonesia belum memiliki regulasi yang
secara spesifik mengatur kedudukan benda digital games online sebagai objek
hukum maupun keabsahan transaksi yang dilakukan secara anonim melalui
pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum
perjanjian jual beli benda digital games online pada pihak ketiga dalam hukum
Indonesia, serta mengkaji keabsahan dan implikasi hukum transaksi yang
menggunakan identitas anonim dalam perspektif hukum Indonesia dan hukum
Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan
pendekatan yuridis normatif, komparatif, dan konseptual, yang bersumber pada
peraturan perundang-undangan, doktrin, serta kajian perbandingan lintas
yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda digital games online
dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 jo.
Pasal 499 KUH Perdata, namun kedudukan hukum perjanjian jual beli benda
digital games online pada pihak ketiga berada dalam posisi yang sah secara
formal namun tidak pasti secara normatif. Penggunaan identitas anonim oleh
penjual, pembeli, maupun pihak ketiga berpotensi menyebabkan perjanjian
dapat dibatalkan (vernietighaar) berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1330 KUH
Perdata, dan apabila disertai tipu muslihat dapat berimplikasi pidana berdasarkan
Pasal 378 KUHP jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dibandingkan dengan Korea
Selatan yang telah memiliki Game Industry Promotion Act yang secara tegas
mewajibkan verifikasi identitas nyata, Indonesia masih memerlukan regulasi
yang lebih spesifik dalam mengatur ekosistem transaksi games online.
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